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PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 62 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

. bahwa Dberdasarkan Pasal 13 Peraturan Walikota

Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Tasikmalaya, evaluasi pemberian
tambahan penghasilan dilaksanakan oleh tim evaluasi;

. bahwa setelah dilaksanakan evaluasi oleh tim, terdapat

pengaturan yang perlu diperjelas mengenai pemotongan
dan/atau penghentian tambahan penghasilan Pegawai
Negeri Sipil;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Tasikmalaya;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



10.

11.

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3093);

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547)
sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah  Nomor
40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang
Pemberian Tugas Belajar;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun
1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2353);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;



Menetapkan

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanan Analisis
Jabatan;

15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);

16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor
144);

MEMUTUSKAN

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN
2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 2
Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 120) diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 7

Pegawai yang memangku jabatan struktural atau jabatan
fungsional yang melaksanakan tugas belajar diberikan
tambahan penghasilan sesuai pangkat/golongan setara
staf pelaksana umum.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 10

(1) Pengurangan tambahan penghasilan dilakukan
apabila pegawai yang bersangkutan :



a. terlambat masuk kerja/tidak mengikuti apel pagi
tanpa keterangan yang sah, dipotong 2% (dua)
persen per hari;

b. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah,
dipotong 4% (empat) persen per hari;

c. ijin tidak masuk kerja lebih dari 2 (dua) hari
dalam 1 (satu) bulan dipotong 3% (tiga) persen
per hari sesuai dengan jumlah kelebihan hari;

d. sakit lebih dari 3 (tiga) hari tanpa keterangan
dokter dipotong 4% (empat) persen per hari
sesuai dengan jumlah kelebihan hari;

e. menjalankan cuti bersalin anak ketiga atau
lebih, atau cuti sakit karena mengalami
persalinan yang ketiga atau lebih dipotong 2%
(dua) persen per hari sesuai dengan jumlah hari
yang diambil.

(2) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum
pemotongan pajak.

(3) Bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa
keterangan yang sah selama 1 (satu) bulan berturut-
turut, maka kepada pegawai dimaksud tidak
diberikan tambahan penghasilan untuk 1 (satu)
bulan berkenaan.

3. Ketentuan huruf ¢ Pasal 11 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 11

Penghentian pembayaran tambahan penghasilan
diberlakukan apabila pegawai tersebut :

a. meninggal dunia;
b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

c. melaksanakan cuti besar kecuali menjalankan cuti
besar untuk melaksanakan kewajiban agama; dan

d. ditahan untuk kepentingan penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, pemeriksaaan pengadilan
dan/atau dijatuhi hukuman kurungan/penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap selama menjalani
tahanan/hukuman tersebut.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 Oktober 2014

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 182



